
 
 

 

GUBERNUR PAPUA 
 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA 
 

NOMOR   33  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA   

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

Lampiran :  1 (satu). 

 
GUBERNUR PAPUA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja 
utama di Lingkungan Provinsi dalam suatu Peraturan 

Gubernur Papua; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur Papua 
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Papua; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4884); 

 

3. Undang-Undang ......../2 

 

 

 

 



- 2 - 
 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 32);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  

9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi 
Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 

Nomor 11); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 
Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 
2013 Nomor 12); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua 

(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21); 

 

MEMUTUSKAN ......../3 
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MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 

KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
PAPUA. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Provinsi Papua.  

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.  

3. Gubernur ialah Gubernur Papua.  

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.  

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi 
Papua.  

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua 
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2018.  

 

BAB II 

INDIKATOR KINERJA 
Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah 
Provinsi Papua. 

 
Pasal 3 

 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh SKPD untuk : 

a. menetapkan rencana kinerja tahunan; 

b. penyampaian rencana kerja dan anggaran; 

c. menyusun dokumen penetapan kinerja; 

d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan 

e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD 
Provinsi Papua Tahun 2013-2018. 

 

 
BAB ......../4 
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BAB III 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 4 
 
BAPPEDA, Inspektorat Provinsi Papua dan Biro Organisasi dan Pendayagunaan 

Aparatur SETDA Provinsi Papua, berkewajiban melakukan : 

a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Provinsi 

Papua dan tingkat SKPD; 

b. monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja setiap SKPD dalam rangka 
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan 
akuntabilitas kinerja; dan 

c. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. 

 
 
Ditetapkan di  Jayapura 

pada tanggal 30 Desember 2014         
 

GUBERNUR PAPUA, 
CAP/TTD 

LUKAS ENEMBE, SIP, MH 

 
Diundangkan di Jayapura 
Pada tanggal  31 Desember 2014  

Sekretaris Daerah Provinsi Papua 
               CAP/TTD 

   T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP 
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 33 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


